BUPAT! ALOR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR-’057/Hi(/I(EP/'2013

TENTANG

PERUBAMAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ALOR NOMO
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN SEKOLAH .
» SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH
ERI DAN SEKOLAHM MENENGAH KEJURUAN NEGER!
DI KABUPATEN ALOR

22 l/HK/KEP/2013

BUPATI ALOR,

Mcmmbang: a. bahwa sehubungan dengan  adanyn Penambanan  unit

sekolah baru, dan Perubahan nomenkla
maka Keputusan Bupati Alor Nomor
' tentang Pemberian

tar nama sekolah,
21/HK/KEP/2¢C13,
izin Operasional Ke

lembagaan Sekolah
Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah
Mcnenggh Atas Negpor

dan Seckolal Men
Negeri di Kabupaten Aler pertu ditingi:

nAengah Kejuruan
Kembali,
b. bahwa bterdasark

an pertimbangan scbagaim
dalam huruf g, periu dtusan Bupau tentang
Perubahan Atas  Keputusan Bupati  Aler Nomor
21/HZ{/KEP/2013 tent Opcrasional
Kelembagaan Sckoluh Menengah

ana dimaksud
menetaplan Kep

ang Pemberian Izip
Sekolalh Dasar Heper,

Pertama Negeri, Selotah Menengah At Neger: dan Srkelah

Menengah Kejuruan Neperi di Kabupaten Alor:

Mergingat : 1 Undang-Und:mg Nomaor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat

Daerah-daerah Tingkat | Bali, N
Nusa Tenggara Ti

[ Dalam Wilayah
usa Tenggara Barat dan
mur {Lembararn Negara Republik Indunesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomar 1655);

i

2, Undang-Undang ‘Nomor 28

Tahun 1999
Penyelengg

tentang
ara Negara Yang Bersih dan Bebas d

ari Korupsi, -

oy Sowkariws Hatto & ONE2530448 707 AW'//A/or Premang .\.u s Tenggaey Tis

L
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. Undang-undang Nomor 32

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75 tambahan lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 3952,

-

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2003 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4301);

Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kah terakhir dengan Undang-Un

cang Nomor 12
Tahun 2008

tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 859, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia

Nomor 4844); -

2004 tentang
Keuanpgan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg
Tahun 2004 Nomar

Perimbangan

ara Republik Indonesia
126, Tambahar

Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 49422);

2 teatang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indnnesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4586);

Peraturan Pemerintalh Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran N

cgara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41

» Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tanun . 2005 tentang

Pedoman Pembinaan’ dan Pengawasan Penyclenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indenesia Nomor 4539);

38 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Artara Peimerintah,

/

Peraturan Pemerintah Nomor

Pembagian Jrusan



10.

12.

14,

Keputusan Menteri Pendidikan

Peraturan Daerah Kabup

Pemerintahan Daerah Propinai dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Llembaran  Negara Republik Indones§
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahar Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar &737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Pcnyelenggaran Pendidikan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Takun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5015) sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan

Pemerintzh Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Tahun 2010 tentang
Pcnyclcnggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 112,

Tambahan lembaran Negara Republile Indonesia Nomor
S187);

Peraturan Peemterintah Nomor 17
Pengelolaan dan

Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekoelah:

Paraturan Daeran Kabupaten Alar 4 Takun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan Yang Meniadi
Pumerintahan Kabupaten Alor

Kabupaten Alsr Tahun 2007 No

E\’cwcnangan
(Lembaran Daerah

mor 4, Tombahan Lembaran
Daerah Kabupaten 426);

.....

aten Alor Nomor 6 Tarun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangkn Panjanz Daerah -

Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daeral
Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan lembaran
Daerah kabupaten Alor Nomor 468):
Peraturan Daerah Kabupaten Alor
tentang Rencan

tah Kabupaten Alor Tahun

2010 Nomer 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Alor Nomor 470);



"' MEMUTUSKAN:

Menctepkan : X
KESATU ¢ Mengubah Keputusan Bupati Aler Nomor 21/HK/KEP/2015
tentang Pemberian zin Operasional Kelembagaan Sekolah
Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah
Menegah Atas Negeri, Sekolah Menengah Menengah Kejuruan
- Negeri g Kabupaten Alor dengan nama dan lokasi sekolah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA

Keputusan ini mulaj berlaloy pada tangpa| dite
ketentuan akan ditinjay kembali
apabila dikemudian

Penctapannya.

tapkan dengan
Sebagaimana mestinya
harj terdapas Rekeliruan dalam

Ditetapkan «i Kalabahi
=_elllg t ngeal, Q Apry/) 2073

Tembusan, disampaikan dengan hormay

Kepada:

Menter; Pendidikan dan Kebudayaan di Jakartq.
Menteri Koordinatar Kesejahteraan Rakyat ¢j Jalkarta;
Menteri Dalam Negeri di Jakarta

' Negara di Jakarta:
Departemen Keuangan dj J
i Kepegawaian Negara dj Jakarta;
HEniksa Keuangan i Jakarta:

Bara Timur dj Kupang;

Sekjen, Irjen Kepala Badan Penelitian dan Pengcmbanga.n
Pendidikan Nasional d; Jakarta;

10. Kepala Dinas Pcndid:kan. Pemuda dan Clahraga Provinsi Nusa
Tenggara Timur dj Kupang;

11, Ketua DPRD Kabupaten Alor di
12. Kepala Kantor Pcrbcr.daharaan Kas Negara Kupang;
13. Ketua BAPPEDA Kabupaten Alor dj Kalabahi:

14. Kepalq Badan Kearsipan dan Pcrpustakaan
Kalabahi;

13, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Al

a;
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Kalabahi:

Kabupaten Alor di

or di Kalabahi.
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IZIN OPERASION

LAMPIRAN 11 KEPUTUSAN BUPATI ALOR

NOMOR
TANGGAL

+DI KABUPATEN ALOR

- C67/HK/KEP/2013
. 9 APRIL 2013

L KELEMBAGAAN smMaA NEGER|

NAMA SEXKOLAH STATUS DESA/KEL KECAMATAN
1 |SMA Alor Kecil Negeri Alor ecil Alor Barat Laut
2 SMA Apul Neger| Apul Alor Selatan
3 SMA Pureman Neger Langkuru Pureman
4 [SMA Probur Negeri Probur Alor Barat Daya
3 SMA Mutary Neger Mataru Selutan Matary
5 [SMA Wolwal Neger, Wolwal Tengeh Alor Barat Daya
7 SMA Atengmelang Neger! Lembur Barat Alor Tengah Utara
3 [SMA Pido Neger| Lippang Alor Timur Laut
3 SMA Maiwal Neger Pintu Mas Alor Barat Daya
10 [SMK Pandal Negeri  |Pandal Pantar

TH.PALLY

C|



